LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI

Menimbang

Mengingat

LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf adiatas maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat | Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3569);

. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Peimbangan
Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Perumusan,Pertanggingjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan  Pertanggungjawaban  Keuangan dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);



